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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN
NOMOR: 05 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja agar lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah, perlu
menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing -
masing;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Tentang
penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh
penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia. Hal itu
mencakup tentang asas & tujuan telekomunikasi, hak dan kewajiban
penyelenggara dan pengguna telekomunikasi, penomoran, interkoneksi,
tarif, dan perangkat telekomuniasi, juga ketentuan pidana dan sanksi (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 36 ) ;

4.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang prinsip, ketentuan dan
hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-undang Pers disahkan
di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin
Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456 Tahun 1999 );



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Tentang
prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal
itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional,
mengatur  tentang  ketentuan Komisi  Penyiaran Indonesia, jasa
penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran
Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran
Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, stasiun penyiaaran dan jangkauan
siaran, serta perizinan dan kegiatan siaran ( Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 139) ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk
membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan
informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi
Elektronik Tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi
informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk
setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia
maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di
wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan
merugikan kepentingan Indonesia.( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4843) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan dan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos Tentang Pos adalah
layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket,
layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos
untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 5065 ) ;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan

KESATU

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (
Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Tahun 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU ITE (25/11).
Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5952 ).;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merangin Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN.

Indikator Kinerja Utama (I K U ) tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpsahkan dari keputusan

ini;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :
Bapak Bupati Merangin di Bangko (Sebagai Laporan);
Bapak Sekretaris Daerah Kab. Merangin di Bangko;
Bapak Inspektur Inspektorat Kab.Merangin di Bangko;

1.

Ll

Arsip.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini,
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin untuk menetapkan rencana
Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatiaka Kabupaten Merangin Tahun 2019;

Indikator Kineja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun
dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin
dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Bangko
Pada Tanggal : 08 Januari2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN MERANGIN

Ir. MUHAMAD ARIEF. RH, MUM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690626 199303 1 005




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 05 TAHUN 2024

TANGGAL : 08 Januari 2024

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MERANGIN 2024 - 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Formulasi Sumber Data
1. | Peningkatan Nilai Indek SPBE 2,25% Jumlah  Perangkat Daerah  yang Telah  yang RPJMD
Implementasi SPBE

pada Perangkat
Daerah

Mengimplementasikan ~SPBE dibagi Jumlah Total
Perangkat Daerah dikali 100
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